BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209 /2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
249 /KPTS/SR.320/M /04 /2024 tentang Penetapan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2024 yang mencabut Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0466/KUM/2024 tentang Perubahan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 yang
mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
100.3.3.1/01060/KUM /2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
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kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan;
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/
8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk
Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1278), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
69/M-IND/PER/ 8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu
Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 195);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang
Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 626), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
26);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 07);
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Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

249/KPTS/SR.320/M/04 /2024 tentang Penetapan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2024;

. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

100.3.3.1/0466/KUM /2024 tentang Perubahan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai berikut:

a. Pupuk Urea - Rp 2.250,- per kg
b. Pupuk NPK : Rp 2.300,- per kg
c. Pupuk Organik : Rp 8.00,- per kg

Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA berlaku untuk pembelian oleh Petani di Kios Pengecer
Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/014/2024 tentang Penetapan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 yang
telah ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2024, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 (7«r« ‘202y

.(.,Pj. BUPATI TABALONG, \_

o ot

Q HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

2. Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarbaru.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 209 /2024
TANGGAL 7 sen’ 208 ¢

DAFTAR ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

Semula (Kg) Menjadi (Kg)
No. Kecamatan
Urea NPK Organik Urea NPK Organik

1 |JARO 137,089 174,121 - 234,958 412,355 231,594
2 |MUARA UYA 77,422 102,581 - 131,827 216,800 159,516
3 |UPAU 151,738 94,413 - 259,894 192,741 100,083
4 |HARUAI 168,987 155,134 - 289,839 366,371 209,122
5 |BINTANG ARA 4,193 2,615 - 5,483 6,673 12,507
6 |MURUNG PUDAK 8,014 15,785 - 12,076 16,663 65,220
7 |TANJUNG 134,200 84,916 - 229,236 174,201 344,094
8 |TANTA 80,473 86,872 - 136,889 180,515 453,310
9 |MUARA HARUS 113,952 58,147 - 194,768 109,441 190,041
10 |KELUA 167,596 96,556 - 287,401 199,130 277,334
11 |BANUA LAWAS 239,883 46,423 - 411,925 100,349 369,141
12 |PUGAAN 92,245 59,657 - 157,318 113,878 45,344
Total 1,375,792 977,220 - 2,351,614 2,089,117 2,457,306
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